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DZIQRA MAULIANA (B111 10 026) Penerapan Asas Rahasia Bagi 
Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 
dibawah bimbingan dan arahan Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H 
selaku Pembuimbing I dan Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan 
asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum dan mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan 
asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan melibatkan Pejabat di Kantor Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), menggunakan literatur-literatur yang terkait di perpustakaan 
serta beberapa pihak yang terkait lainnya. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah melakukan kajian normatif dan penelitian lapangan berupa 
pengamatan disertai wawancara, mengolah data-data yang diperoleh dari 
berbagai sumber dan mempelajarti beberapa literatur yang berkaitan 
dengan topik permasalahan, lalu data-data yang diperoleh dianalisis 
dengan pendekatan kualitatif kemudian disajikan dengan deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan asas 
rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan 
umum telah dilakukan dengan baik meski belum optimal terkait masih 
adanya perbedaan dalam penafsiran peraturan yang ada dan dengan 
adanya faktor aksebilitas merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 
penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek 
kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. 
Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara 
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satupun 
yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.1 
Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum adalah konsep ideal yang tertuang dalam UUD 1945, 
sehingga segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang. 
Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah 
masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan 
Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada 
dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak 
asasi manusia. HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap 
manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah 
memiliki hak asasinya sendiri. Dua HAM ini berlaku secara universal 
dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika 
Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 
                                                          
1Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
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1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 
29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1. 
Manusia di anugerahi oleh Tuhan dengan akal budi dan nurani 
yang akan memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang 
baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan 
prilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan 
nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sendiri prilaku atau perbuatannya, Kebebasan dasar dan hak-hak  dasar 
itulah disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara 
kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. 
Hak-hak asasi manusia ini tidak dapat di ingkari. Pengingkaran 
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. 
Manusia, Negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban 
kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap 
manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu 
menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini 
berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan 
menghormati hak asasi pada tataran manapun terutama negara dan 
pemerintah. Dengan demikian, negara pemerintah bertanggung jawab 
menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia 
setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, baik atas dasar 
hukum maupun semata-mata atas dasar kemanusiaan. 
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Pemerintah daerah sebagai bagian pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia, menghormati menghargai 
dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk membangun  
dan mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis dan hendak 
menyelenggarakan keadilan sosial sekaligus menunjukkan komitmennya 
terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan 
perikemanusiaan sebagaimana pula diamanatkan  dalam Pasal 28A, 28B 
Ayat 2, 28C, 28D, 28G, 28H, 28I  UUD 1945. 
Makna filosofis, yuridis dan sosiologis dari pernyataan pada the 
conventionof the human rights of persons with disabilities  tersebut diatas 
sejalan dengan aspek ideologis bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 
1945 dan Peraturan Perundang-Undangan dan selaras dengan keinginan 
pemerintah Kota Makassar untuk secara terus menerus menegakkan dan 
memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
Pemilihan Umum (umumnya disingkat dengan istilah Pemilu) 
merupakan salah satu perwujudan asas kerakyatan dan sebagai salah 
satu proses demokrasi yang membutuhkan peran serta dan partisipasi 
publik. Dalam era demokrasi, Pemilu merupakan praktik politik yang dapat 
menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu 
melahirkan pemimpin yang mengemban amanah untuk menyejahterakan 
rakyat dengan integritas baik berdasarkan kepercayaan dari pemilih. 
Negara demokrasi yang menyelenggarakan Pemilu menempatkan 
kedudukan rakyat sebagai pelaku politik yang merdeka dan dapat 
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dipahami dari pemahaman historis terhadap UUD 1945 pasai 1 ayat 2 
yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. 
Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan 
politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Sebagai bagian 
dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak 
terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan secara tegas 
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Pengesahan 
Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 19 
Tahun 2011 telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam 
Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban 
untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan 
hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk 
mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu.  Penjelasan 
mengenai peraturan perundang-undangan di atas seharusnya bisa 
mengakomodir kepentingan hak politik para penyandang disabilitas dalam 
Pemilu tanpa adanya diskriminasi. 
Sebagai rakyat, pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian 
penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika 
penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mampu membuka 
ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan 
pelaksanaan Pemilu secara luas terbuka untuk tercapai. Sejauh ini, sejak 
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Pemilu 2004 regulasi seputar Pemilu sudah memasukkan penyandang 
disabilitas sebagai salah satu isu krusial.Untuk itu, dapat dikatakan bahwa 
secara legal-formal hak-hak politik penyandang disabilitas sudah masuk 
dalam pertimbangan penting dalam Pemilu Indonesia. 
Sebagai rakyat, pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian 
penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika 
penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mampu membuka 
ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan 
pelaksanaan Pemilu secara luas terbuka untuk tercapai. Sejauh ini, sejak 
Pemilu 2004 regulasi seputar Pemilu sudah memasukkan penyandang 
disabilitas sebagai salah satu isu krusial. Untuk itu, dapat dikatakan 
bahwa secara legal-formal hak-hak politik penyandang disabilitas sudah 
masuk dalam pertimbangan penting dalam Pemilu Indonesia. 
Namun, pijakan regulasi ini rupanya tidak berbanding lurus dengan 
aspek teknis pelaksanaannya bahkan tidak sejalan dengan tingkat 
kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa 
kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas baik bagi para 
pelaksana, pengawas, maupun pesertanya jauh di bawah standar. 
Implikasinya, hambatan-hambatan pemilih penyandang disabilitas seperti 
hambatan teknis, informasi, dan mental masih tak mampu diruntuhkan 
walau aspek legalnya telah didukung lewat regulasi yang dibuat. Hal ini 
mengakibatkan pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas dalam 
pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan kendala dan 
permasalahan. Berdasarkan temuan The Asia Fondation, 35% lebih para 
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penyandang disabilitas tidak mempunyai akses ke Pemilu atau tidak 
paham akan Pemilu, artinya 35% dari penyandang disabilitas yang 
memiliki hak suara tidak mampu menggunakan hak suaranya dalam 
Pemilu 2014.2 
Permasalahan ini semakin kompleks ketika peran penyelenggara 
Pemilu ditengarai masih tidak mampu menyediakan pelayanan yang 
aksesibel dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas, misalnya ketika KPU 
pusat maupun KPU di daerah tidak menyediakan Template Braille atau 
surat suara bagi para pemilih tunanetra pada Pemilu Legislatif 2014, hak 
atas akses ke TPS dimana, seorang penyandang disabilitas harus memilih 
di TPS. Namun kenyataan memperlihatkan pada kita banyak sekali 
tempat-tempat TPS yang berlokasi di tempat-tempat yang tidak aksesibel, 
sehingga menghambat partisipasi politik bagi penyandang disabilitas 
khususnya bagi pengguna kursi roda, serta bentuk pengabaian dan 
marginilisasi yang paling penting hak politik penyandang disabilitas dalam 
sistem pemilu seperti : Tidak terjaminnya asas rahasia bagi penyandang 
disabilitas, karena pemilih tunanetra dalam memberikan suaranya di TPS 
harus didampingi oleh panitia pemilihan, bukan orang yang dipilih sendiri. 
ditambah lagi karena dalam Peraturan perundang-undangan Pemilu 
ternyata tidak ada sanksi hukum terhadap pihak yang mengabaikan hak 
politik mereka, yang sudah barang tentu memperbesar peluang untuk 
merekayasa dan memanipulasi suara oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
                                                          




Penyelenggara Pemilu seharusnya dapat menjamin hak setiap 
warga negara untuk memilih secara langsung wakil-wakil dan pemimpin 
yang mereka kehendaki dengan penyediaan aksesibilitas yang memadai. 
Ketika hak-hak politik para penyandang disabilitas sama dengan pemilih 
lain maka sudah seharusnya penyelenggara Pemilu juga memberikan 
perhatian khusus bagi mereka. Sebaliknya ketika Pemilu dianggap 
sebagai salah satu wujud partisipasi politik, maka sebuah persepsi akan 
sangat mempengaruhi sikap, perilaku, serta motivasi untuk tetap selalu 
berperan aktif pada Pemilu yang akan datang. Ketimpangan dan 
kesenjangan terhadap para penyandang disabilitas akan menimbulkan 
sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu. 
Berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, penulis tertarik lebih 
spesifikasi membahas masalah yang terjadi pada penyandang disabilitas 
dalam pemilihan umum yaitu hak atas pemberian suara yang rahasia, 
melihat masalah tersebut merupakan masalah yang sangat penting untuk 
dibahas lebih lanjut. Maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya 
ilmiah hukum/skripsi, dengan judul: “Penerapan Asas Rahasia bagi 
Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan asas rahasia bagipenyandang disabilitas 
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum? 
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan asas rahasia bagi 




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, 
yaitu antara lain : 
1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas rahasia bagi 
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan asas 
rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan  
Pemilihan Umum. 
Sedangkan dari penelitian ini diharapkan akan membawa atau 
memberi kegunaan antara lain, sebagai berikut : 
1. Secara Akademis. 
Dapat memberikan masukan tentang Pemenuhan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
maka penyandang disabilitas yang merupakan bagian masyarakat 
yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. 
2. Secara Praktis. 
Dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan masukan bagi para 
pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum 
agar dapat bekerja lebih profesional dan transparan demi 







A. Konsep Negara Hukum 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan 
adalah tiga fondasi dasar dalam melakukan analisa dan klasifikasi pada 
sebuah Negara. Bentuk Negara adalah pembahasan tentang 
bagaimanakah konsep dasar tentang bentukan sebuah Negara. Apakah 
Negara itu adalah sebuah negara kesatuan yang menghilangkan 
kewenangan setiap daerah yang menjadi unsurnya untuk mengatur diri 
mereka sendiri, ataukah kita akan berbicara tentang sebuah negara yang 
lahir berdasarkan sebuah perjanjian persatuan antara daerah-daerah yang 
lebih dikenal dengan istilah federal. 
Secara etimologi kata Negara berasal dari Bahasa Belanda, “Staat” 
dan Bahasa Jerman, “State” dalam Bahasa Inggris dan “Etat” dalam 
bahasa Perancis.3Lalu, di Eropa kata-kata ini kemudian diturunkan dari 
kata “status” menjadi “Statum” ke dalam bahasa latin. Dalam sejarahnya 
Kaisar Romawi Ulpianus pernah menyebutkan kata statum dalam 
ucapannya “Publicum ius est quad statum rei Romanae Spectat”.4 
Menurut F.Isjwara secara etoimologis kata status dalam bahasa 
latin klasik adalah suatu istilah yang menunjukkan keadaan yang tegak 
dan tetap5. Sejak Cicero (104 SM-43 M) kata “status” atau “statum” itu 
lazim diartikan sebagai “standing” atau 
                                                          





“station” dan dihubungkan dnegan kedudukan persekutuan hidup manusia 
sebagaimana diartikan dalam istilah “Status Civitatis” atau “Status 
Republicae” 6 . Dan baru pada abad ke-16 dipertalikan dengan kata 
Negara.7 
F.Isjwara kemudian mendefinisikan Negara sebagai berikut: 
Negara diartikan sebagai kata yang menunjukkan organisasi politik 
territorial daribangsa-bangsa. Sejak pengertian ini diberikan sejak 
itu pula kata negara lazim ditafsirkan dalam berbagai arti. Negara 
lazim diidentifikasikan dengan pemerintah, umpamanya apabila 
kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, 
kemauan negara dan sebagainya. Kata negara lazim pula di 
persamakan dengan bangsa, dan negara dipergunakan sebagai 
istilah yang menunjukkan baik keseluruhan maupun bagian-bagian 
negara federal8. 
 
Dalam KBBI sendiri, Negara didefinisikan sebagai organisasi di 
suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati 
oleh rakyat. Artinya, ketika Negara menjadi objek perdebatan maka hal 
yang seolah tak lepas dari Negara adalah daulat. 
Daulat atau berdaulat memiliki makna yang merujuk kepada suatu 
sistem dalam sebuah organisasi atau dalam hal ini adalah Negara yang 
memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan. Dengan konsep 
Negara tadi penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya Negara diibaratkan 
sebagai sebuah rumah yang awalnya tak bertuan. Lalu, kemudian 
terdapat syarat yang mesti terpenuhi sehingga rumah tersebut menjadi 
rumah yang ideal. 
Adapun syarat yang menjadi tolak ukur terbentuknya sebuah 
Negara adalah, secara primer memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan 
                                                          
6J.W. Garner, Political Science and Government, halaman 47. 
7Ernest Beker, Principles of Social and Political Theory, halam 90-91. 
8F.Isjwara, op,cit, Halaman 92. 
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yang berdaulat. Sedangkan secara sekuder adalah mendapat pengakuan 
dari negara lain.  
Lantas, seperti apa konsep Negara hukum itu? 
Mari kita tengok sejenak apa yang dikatakan Mahfud MD dalam 
bukunya “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”. Dalam buku yang diterbitkan 
oleh Gama Media itu, Mahfud menulisan Negara Hukum sebagai 
terjemahan dari rechstaat (ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental) atau 
rule of law (ahli-ahli hukum Anglo Saxon).9 
Artinya konsep Negara hukum sebenarnya berakar dari ahli-ahli 
hukum Eropa Barat Kontinental. Dimana konsep Eropa Kontinental atau 
Rechstaat dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. 
Menurut Stahl, konsep Eropa Kontinental ini ditandai dengan adanya 
empat unsur pokok, yang terdiri dari:  
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;  
b. Negara didasarkan pada teori trias politika;  
c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 
d. Terdapat peradilan administrasi Negara yang bertugas 
menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh 
pemerintah.10 
Lain halnya dengan Eropa Kontinental, konsep Negara Hukum 
Anglo-Saxon atau Rule Of Law dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). 
                                                          
9 Moh. Mahfud MD., 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media.Jakarta, 
halaman. 22 
10 Selanjutnya konsep Stahl ini dinamakan Negara hukum formal, karena lebih 




Menurut A.V. Dicey, konsep Rule OfLaw ini menekankan tiga tolok ukur, 
yakni:  
a. Supremasi hukum. 
b. bersamaan di hadapan hukum (equality before the law) . 
c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan.11 
Berdasarkan pandangan para pakar, maka Negara hukum 
hakikatnya adalah Negara yang menolak melepasakan kekuasaan tanpa 
kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan 
demokratis.Kekuasaan Negara di dalamnya, harus tunduk pada “aturan 
main.” 
Hal lain justru disajikan oleh Bapak Filsafat, Plato. Ia secara 
konseptual menuliskan bentuk Negara hukum yang pada awalnya 
bermula dengan mencakup empat kategori, yakni: Negara hukum dalam 
bentuk polizei, Negara hukum liberal, Negara hukum formal dan Negara 
hukum materiil.  
Negara hukum dalam bentuk polizei dimulai sejak zaman Plato 
dengan konsepnya yang mengatakan “bahwa penyelenggaraan Negara 
yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik 
yang disebut dengan istilah Nomoi”. Kemudian, gagasan Plato tersebut 
disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles, yang menggambarkan Negara 
sebagai Negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga 
Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara. 
                                                          
11Ibid., hal. 67 
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Yang dimaksud Aristoteles di sini adalah Negara yang berdiri di 
atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 
menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga Negara 
dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada 
setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. 
Olehnya itu, bagi Aristoteles perlu adanya aturan yang bisa menjadi 
keadilan bagi setiap manusia. Sehingga, menurutnya yang memerintah 
dalam sebuah Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil 
yang tertuang dalam peraturan hukum. 
Namun, bagi Immanuel Kant, ada dua hal yang substansial yang 
perlu diciptakan dalam sebuah Negara hukum, yakni:  
1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam Negara. Sehingga, muncul 
tipe Negara hukum yang bertindak memisahkan kalau terjadi 
perselisihan di antara warga negara dalam menyelenggarakan 
kepentingan yang disebut sebagai “Negara Polisi”.12 
 
Gagasan Negara hukum menurut Immanuel Kant inilah yang 
kemudian diperkenalkan sebagai bentuk Negara hukum liberal. Dimana 
rakyat diberi hak secara penuh untuk beaktifitas dan Negara sama sekali 
tidak dibenarkan untuk ikut campur tangan kecuali jika dalam keadaan 
tertentu.  
Adapun Negara yang berkonsep Hukum Formil, diperkenalkan oleh 
Frederich Julius Sthaal, ia dengan konsep formilnya memiliki empat cirri 
yang bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menilai Negara hukum formil, 
yakni:  
                                                          




1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia . 
2. Negara didasarkan pada teori trias politica. 
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. 
4. Terdapat peradilan administrasi Negara yang bertugas 
menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh 
pemerintah. 
Gagasan mengenai Negara hukum formil ini menjamin jangan 
sampai terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa Negara 
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. 
Namun, gagasan ini ternyata menimbulkan polemik. Dimana 
keterlibatan penyelenggara Negara dalam tata kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat berjalan sangat lamban akibat semua 
tindakan penguasa Negara harus berjalan sesuai perundang-undangan 
terlebih dulu. 
Dengan beberapa konsep Negara yang hadir, namun tidak sesuai 
dengan iklim masyarakat maupun Negara. Maka, kemudian konsep 
rechstaat di Eropa Kontinental yang didasarkan pada filsafat lliberal yang 
individualistik, maka ciri tersebut sangat menonjol dalam pemikiran negara 
hukum menuruut konsep Eropa Kontinental.13 
Berdasarkan hal di atas, dapatlah dipahami bahwa konsep Negara 
hukum terutama yang dikemukakan Immanuel Kant dan Frederich Julius 
Sthaal ternyata sangat menekankan pada dua hal, yaitu tertib hukum dan 
HAM. Dimasukkannya konsep HAM dalam kerangka berfikir Kant dan 
                                                          




Sthaal pada konsep seperti dikemukakan di atas mencerminkan Negara 
hukum yang dicita-citakan keduanya adalah Negara kesejahteraan 
modern yang dibangun atas prinsip penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan HAM yang dijamin kedudukannya dalam aturan hukum.  
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Mengikuti pendapat Garry 
F. Bell dalam bukunya The New Indonesian Law Relating to Regional 
Autonomy Good Intentions, Confusing Laws seperti dikutip Denny 
Indrayana: sebagai terminologi Negara hukum dalam konteks hukum 
Indonesia lebih mendekati konsep hukum continental disbanding konsep 
rule of law di negara negara Anglo-Saxon. 
Indonesia sendiri sebagai Negara Hukum, sedikitnya memiliki tiga 
ciri-ciri pokok yang menggambarkan sebagai Negara Hukum, berikut hal 
yang dimaksud:  
a. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, social, ekonomi, hukum, 
budaya dan beberapa hal lainnya;  
b. Peradilan bebas dan tidak memihak serat tidak dipengaruhi oleh 
suatu kekuasaan lain apapun;  
c. Menjunjung tinggi asas legalitas.14 
Pendiri Negara, ketika mendirikan Indonesia menjadi sebuah 
Negara, merumuskan bahwa Negara kita adalah Negara yang 
berlandaskan atas hukum (rechstaat) dan bukan sebagai negara 
                                                          
14 Joko Setiyono, KebijakanLegislatif di Indonesai tentang Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan Sebagai Salah SatuBentuk Pelanggaran HAM yang Berat, dalam Hak 
Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalamPerspektif Hukum dan 
Masyarakat. (Editor Muladi), PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.120-121. 
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kekuasaan (machsstaat). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan 
sebagai kerangka berfikir dan menjadi acuan dalam setiap tindakan dalam 
menjalani roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Komisi Ahli Hukum Internasional (The International Commission of 
Justist) sendiri dalam konferensinya di Bangkok Tahun 1965, 
menyebutkan bahwa pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law 
haus memnuhi syarat sebegai berikut:  
a. Adanya perlindungan konstitusional; 
b. Adanya pemilihan umum yang bebas;  
c. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;  
d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;  
e. Adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan 
beroposisi; 
f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.15 
Pemikiran Negara Hukum sebenarnya dimulai sejak Plato dengan 
konsepnya bahwa: 
“Penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan 
pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah 
nomoi”.16 
 
Lalu kemudian, ide tentang Negara Hukum popular di abad ke-17 
sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh 
absolutisme.17 
                                                          
15 Rofiqul-Umam Ahmad, ed., Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, cetakan kedua, 
(Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan MK, 2007) hal. 42 
16Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945, Jakarta: Kencana 2010 hlm.61 
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Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut, 
terdapat dua substansi dasar, yaitu: 1) adanya paham konstitusi, dan 2) 
sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.18 
 
B. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 
Salah satu cirri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki 
pandangan subjektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. 
Aspek sibjektivitas yang dimiliki oleh manusia inilah yang menjadikan 
seluruh pandangan manusia yang sering kali diklaim sebagai suatu 
kebenaran adalah bersifat relative, tidak mutlak. 
Pengertian kebenaran universal yang sering kali dikaitkan dengan 
Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada 
implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektiivitas) 
manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari. 
Beberapa faktor seperti budaya, keyakikan agama, dan solidaritas 
(politis), 19  akan menjadi faktor yang bisa memperngaruhi pemikiran 
manusia yang pada akhirnya aka memengaruhi juga sikap dan 
pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan. 
Jika kita mencermati konsep Negara hukum seperti yang terurai di 
atas, tampak suatu paradigm kenegaraan dari sisi bangunan Negara. 
Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut 
sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila 
                                                                                                                                                               
17 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya 
dilihat dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan 
Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 hlm. 66 
18Op.cit hlm. 63 
19 Dr Taufiqurrahman SYahuri, S.H., M.H., Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, 
Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95 
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bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme 
operasionalnya. 
Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi 
sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta 
menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan 
martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau 
fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling 
mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun 
makhluk dapat mengintervesinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak 
hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk 
mencabut kehidupan manusia yang lain.20 
Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip 
Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak 
yang melekat pada setiap manusia.21 
Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan 
Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka 
pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang 
dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas 
kewenangnan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara.  
Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh 
penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut 
                                                          
20Ibid., hlm. 282 
21Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Dana Bhakti 
Prima Yasa, hlm. 52. 
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diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 
hasil amandemen ke-2 yaitu: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama 
pemerintah.” 
Dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945, namun 
aturan tersebut ternyata belum mampu mewadahi dan menyelesaikan 
segala bentuk perkara HAM. Dimana hal ini menjadi momentum yang 
panjang dan sulit untuk diperjuangkan, karena adanya perbedaan 
pendapat/pandangan daripada pendiri negara mengenai hakekat Hak 
Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. 
Pada saat itu hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) diidentikkan 
dengan ideologi liberalis yaitu merupakan paham terhadap pengakuan 
hak individu secara menyeluruh. Hal inilah yang dianggap tidak cocok dan 
bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia. 
Namun setelah waktu yang cukup panjang, akhirnya Hak Asasi 
Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka mulai diatur dalam 
konstitusi maupun undang-undang. Dari masa orde lama dan orde baru 
panghargaan terhadap Hak Asasi Manusia masih sangat minim. Tetapi, 
dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap penjaminan 
Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam 
konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J 
dan UndangUndang No. 39 tahun 1999. 
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Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi 
manusia diatur dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Pada 
pembukaan ada disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada 
batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia. 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya.”22 
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melaluiperkawinan yang sah.23 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang sertaberhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.”24 
 
Dengan lahir dan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung 
bagi hak asasi manusia ini cukup memperlihatkan bahwasanya hak asasi 
manusia ini sangat dijaga dan diperhatikan sungguh sungguh oleh 
Negara. 
Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak 
kalah penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam 
Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang Undang No. 
39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini juga dapat 
diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan 
pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Tidak 
hanya itu, secara umum Undang-Undang HAM membagi HAM ke dalam 
beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang 
Undang tersebut, seperti di bawah ini: 
                                                          
22Pasal 28A, Undang Undang Dasar 1945. 
23Pasal 28B Ayat (1), Undang Undang Dasar 1945 
24Pasal 28B Ayat (2), Undang Undang Dasar 1945 
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1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa 
dan/atau tidak dihilangkan nyawa.  
2. Hak memperoleh keadilan . 
3. Hak atas kebebasan pribadi. 
4. Hak atas rasa aman,  
5. Hak atas kesejahteraan, 
6. Hak turut serta dalam pemerintahan, 
7. Hak wanita, 
8. Hak anak, 
9. Hak atas kebebasan beragama. 
Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam 
Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika 
pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM 
di Indonesia. 
Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai 
berikut:  
1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 
2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai 
manusia pribadi di mana saja ia berada.  
3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu.  
4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang 
berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 
5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam 
hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh 
diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang 
sah sesuai dengan undang-undang. 
6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, 
atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, 
dan penghilangan nyawa.  
7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.  
8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan 
kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, 
melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan 
kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-
undang.25 
                                                          




Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang 
tergambar diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep Good 
Governance yang belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru 
tata kelola pemerintahan yang baik. Betapa tidak, karena untuk 
mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran serta kemajuan yang 
lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan oleh tata 
kelola pemerintahannya. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi 
pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (state), sektor 
swasta (private sector), dan masyarakat (society) serta ditambah lagi 
dengan interaksi antar ketiga elemen tersebut. 
Ketiga elemen tersebut di atas masing-masing memiliki fungsinya 
sendiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai 
hubungan yang saling bersinergi. Fungsi dari masing-masing elemen 
tersebut antara lain : negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan 
hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan 
kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarkat ikut berperan positif 
dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik.26 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami 
bahwa asas umum tata kelola pemerintahan yang baik adalah tuntutan 
moral yang hingga kini telah menjadi noram hukum bagi penyelenggara 
Negara (UU No. 28/1999), untuk menggunakan segala kewenangan 
                                                          
26Sedarmayanti, 2003, Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka 
Otonomi Daerah, Upayamembangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui 
Rekonstruksi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung 
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dalam melaksanakan tugas dengan tindakan bahkan sampai pada 
penggunaan freis ermessen demi mewujudkan esensi tujuan negara 
hukum sebagaimana yang digagas Immanuel Kant dan Fedrich Julius 
Sthaal.  
Hal yang sama juga terjadi pada HAM karena secara substansial 
HAM mengandung nilai-nilai universal. Namun, jika nilai HAM itu sampai 
pada definisi operasional, ia akan bernilai relatif. 
 
C. HAM dan Hak Konstitusional 
Hak Konstitusional adalah hak hak warga Negara yang dijamin 
dalam dna oleh UUD NRI 1945, sedangkan warga Negara meliputi semua 
orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara 
Indonesia dna tunduk kepada kekuasaan Negara Indonesia.27 
Sedangkan Hak asasi Manusia seperti yang telah dijelaskan tadi 
bahwa hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak 
asasi manusia (the human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga 
negara (the citizen’s rights). 
Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar 
undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (legal rights), bukan hak 
konstitusional (constitutional rights). Sedangkan Hak asasi Manusia yang 
terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional 
warga Negara yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai 
hak konstitusional warga negara. 
                                                          




Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 
1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. 
Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus 
bercirikan :28 
(1) adanya perlindungan HAM,  
(2) adanya peradilan yang bebas dan 
(3) adanya asas legalitas.  
Hukum konstitusi membentuk hierarki norma, dan hirarki ini juga 
mengkondisikan interpretasi konstitusi. Akibat langsung dari hak asasi 
manusia misalnya membentuk satu hubungan hierarkis diantara teks 
konstitusi. Satu hirarki dalam konstitusi (intraconstitutional hierarchies) 
lebih rumit, tetapi hukum menyiratkan satu status yang istimewa bagi hak 
konstitusi. 
Teks konstitusi bisa dianggap terlebih dahulu memproklamasikan 
HAM, sebelum membentuk lembaga negara dan sebelum fungsi-fungsi 
Pemerintahan dibagikan kepada lembaga-lembaga negara. Akibat 
pendirian ini, HAM dilihat oleh sarjana hukum dan banyak hakim memiliki 
satu eksistensi juridis yang lebih awal dan bebas dari negara. 
Doktrin menyatakan bahwa norma HAM merupakan satu jenis 
normativitas suprakonstitutional (supraconstitutional normativity) yang 
membuat mereka (setidaknya sebagian dari padanya) kebal terhadap 
perubahan melalui revisi konstitusi. Ini melekat dalam posisi hukum alam, 
meskipun hukum alam sangat jarang dikemukakan sebagai alasan. Status 
                                                          




istimewa hak asasi ini, tentu saja, ditegakkan oleh ketentuan yang 
mengaturnya, meskipun terjadi perubahan konstitusi. 
Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi 
manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik 
(ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena 
menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu Negara. 
Konstitutionalisme HAM yang berwujud pada upaya 
penyejahteraan hak-hak warga negara, belum cukup bila dipahami secara 
tekstual. Tetapi harus dilihat pula bagaimana aras tafsir konteks dan 
implementasi tekstual yang melandasi pemerintah dalam menjalankan 
mandat konstitusinya.29 
Kegagalan dalam memaknai dan menerjemahkan 
konstitusionalisme dalam kebijakan dan tindakan nyata akan melahirkan 
banyak masalah serius, tidak bisa menghapuskan masalah kemiskinan 
ekonomi, atau diskriminasi sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan politik, 
sehingga memudahkan penguasa pada kerakusan, korupsi dan pada 
akhirnya menggampangkan untuk membatasi dan mencerabut hak-hak 
dasar  warga negaranya.  
konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh 
penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi 
manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak 
asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem 
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politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena 
menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. 
Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak 
hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah 
negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung 
jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak 
asasi manusia. 
Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam 
hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak 
konstitutionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat 
menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa 
atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitutionalisme yang 
anti kolonialisme. 
Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan : 
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan.”30 
 
Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia 
sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk 
penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi 
kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi inii merupakan konsepsi awal, 
dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi 
bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk 
seluruh bangsa di dunia ini. 
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Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin 
dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan 
yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan 
pemerintahan harus didasarkan atas hukum. 
Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak 
yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi 
manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Namun, karena 
hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, 
sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga 
Negara. 
 
D. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas 
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH) bahwa secara etimologi, 
konsep- konsep penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas 
mental, penyandang disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep 
yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan penyandang 
disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang 
sering di salah pahami dalam praktik. Kata penyandang disabilitas berarti 
setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan kegiatan.31 
Disabilitas atau cacat (disability) dapat bersifat fisik, kognitif, 
mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi 
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dari ini.Dimana disabilitas adalah suatu fenomena kompleks, yang 
mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari 
masyarakat  tempat dia tinggal. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat disebutkan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat  mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara 
selayaknya, yang terdiri dari : 
a. Penyandang cacat fisik : tidak dapat melihat atau buta (tunanetra), 
tidak dapat mendengar atau tuli (tunarungu), tidak dapat berbicara 
atau bisu (tunawicara), cacat tubuh (tunadaksa), cacat suara dan 
nada (tunalaras). 
b. Penyandang cacat mental : sukar mengendalikan emosi dan sosial 
(tunalaras), cacat pikiran dan lemah daya tangkap atau idiot 
(tunagrahita). 
c. Penyandang cacat fisik dan mental :penderita cacat lebih dari satu 
kecacatan (tunaganda). 
 
Yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas antara lain : 
a. Penyandang disabilitas fisik; 
- Disabilitas tubuh ( tuna daksa ) terdiri atas : 
-Pincang ( poliomilitys, dislokasi ) ; 
-Amputasi kaki; 
-Amputasi tangan; 
-Lumpuh ( paraplegia, paralise ); 
-Kelainan anggota tubuh ( scoliosis, kerdil ); 
- Disabilitas mata ( tuna netra ); 
- Disabilitas wicara ( tuna rungu/wicara ) 
b. Penyandang disabilitas mental ( tuna grahita a.l. : autis, down- 
syndrome ) ; 
c. Penyandang disabilitas fisik dan mental. 
d. Penyandang disabilitas eks penyakit kronis seperti orang yang 
pemah mengalami kusta. 
 
Sejak tahun 1945 dengan telah ditetapkannya UUD 1945 sebagai 
konstitusi dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian disusul pada 
tahun 1997 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
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tentang Penyandang Cacat,  para penyandang cacat/disabilitas telah 
mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan 
tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas disamping tercantum 
secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 juga diatur 
dalam berbagai peraturan agar mereka mmemiliki kedudukan sejajar 
dengan warga negara yang tidak cacat. Para penyandang disabilitas 
mempunyai kedudukan yang sama dibidang ketenagakerjaan, kesehatan, 
pendidikan, sosial ekonomi, hukum, dan politik. Sehingga pasal-pasal 
yang mengatur diberbagai bidang kehidupan tersebut akan memberikan 
payung hukum secara pasti tentang dipenuhinya hak penyandang 
disabilitas dan untuk mencegah adanya diskriminasi. 
Untuk mencegah diskriminasi bagi penyandang disabilitas  diatur 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat, bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak 
dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan”. 
Dengan demikian, para penyandang disabilitas adalah warga negara yang 
memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti warga negara yang lain. 
Secara hierarki ketentuan hukum yang memberikan perlindungan dalam 
rangka pemenuhan hak kepada para penyandang disabilitas dapat 
disebutkan sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal-pasal yang 
mengatur dan membahas hak asasi manusia. 
Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terutama setelah 
amandemen kedua ada penajaman tentang Hak Asasi Manusia. 
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Pasal-pasal yang mengatur dan membahas hak asasi manusia 
ditegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tanpa kecuali 
Penyandang Cacat akan memperoleh perlindungan/jaminan 
hukum dalam memperoleh hak-hak yang mereka miliki. 
b. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia 
Dalam Pasal 1, Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara dan seluruh Aparatur Pemerintahan, untuk 
menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman 
mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat  tanpa 
kecuali para penyandang cacat. 
c. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
d. Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 
e. Keputusan Presiden 
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga 
Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial Penyandang Cacat. 
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f. Keputusan Menteri 
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Keputusan 
205/Men/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan 
Tenaga Kerja Penyandang Cacat.   
Di samping ketentuan diatas, ada ketentuan internasional yang 
memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas yaitu 
Resolusi PBB Nomor 3477 tanggal 9 Desember 1975 tentang Deklarasi 
Hak-Hak Penyandang Cacat, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas 
memiliki hak ekonomi dan jaminan sosial serta untuk penghidupan yang 
layak. 
Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak politik sama 
seperti warga negara yang lain, dimana setiap warga negara tanpa 
membedakan jenis cacat baik yang bersifat mental, fisik, kejiwaan, syaraf, 
atau jenis cacat lainnya, memiliki hak dan kesempatan32 : 
1. Untuk mendapatkan akses berdasarkan persyaratan umum 
tentang persamaan hak untuk melaksanakan kegiatan 
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 
wakil yang dipilih secara bebas. 
2. Untuk berperanserta berdasarkan pernyataan umum tentang 
persamaan hak dalam melakukan pemilihan. 
3. Untuk mendafar, dan untuk memberikan hak suara dalam 
pemilihan secara murni dan berkala, pemungutan suara dan 
bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang sama. 
4. Untuk memberikan suara dalam pemungutan suara yang bersifat 
rahasia. 
5. Untuk memilih, dipilih, dan untuk menjalankan perintah secara 
dipilih. 
 
Semua negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang 
mendukung dan bersifat handal dalam menjamin agar warga negara yang 
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menyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka dan meiliki 
peluang untuk menjalankan hak-hak mereka dalam berpolitik dan memilih 
berdasarkan persamaan status. Semua hal ini dijamin oleh Perjanjian 
Internasional tentang Hak-hak Politik dan Sipil. 
 
E. Warga Negara 
Berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-
kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap, 
dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan satu samalain 
Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara 
dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya 
negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat 
wilayah (territory) dan rakyat terpenuhi, namun apabila pemerintahannya 
bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah 
dapat dinamakan negara tersebut  suatu negara yang merdeka33. 
Rakyat yang menetap dalam suatu negara tertentu, dalam 
hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara (citizen). 
Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang 
menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan 
terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib 
diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi dan difasilitasi, serta 
dipenuhi oleh negara. Sebaliknya setiap warga negara mempunyai 
kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara 
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yang juga wajib diakui, dihormati dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap 
warga negara. Misal, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh 
negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga 
berkewajiban untuk membayar pajak. 
Warga negara itu sendiri dibedakan atas dua, yaitu warga negara 
asli (pribumi) dan warga negara keturunan asing (vreemdeling). Warga 
negara asli yaitu penduduk asli negara tersebut, sedangkan warga negara 
keturunan asing yaitu warga negara asing yang telah menjadi Warga 
Negara Indonesia (WNI), misalnya WNI keturunan Tionghoa, Timur 
Tengah, India dan sebagainya34. 
 
F. Pemilihan Umum 
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan, dalam paham 
kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik 
dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang 
menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah 
yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan 
pemerintahannya itu. Dalam praktik, seiring dijumpai bahwa di negara 
yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas 
sajapun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi 
di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah 
yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun 
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pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu 
pemerintahan35. 
Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah 
satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh 
karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara 
adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya 
penyelenggaraan pemilihan umum dengan baik. Adalah pelanggaran 
terhadap hak-hak asasi jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya 
pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa 
persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga 
pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya36. 
Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang berasal dari kedaulatan 
rakyat atau suatu negara yang menganut paham demokrasi dalam 
pelaksanaan roda pemerintahannya harus berdasarkan pada pembagian 
tugas antara warga negara, walaupun dalam menjalankan kekuasaan 
atau roda pemerintahan tersebut biasa hanya diberikan kepada 
sekelompok atau segolongan rakyat yang dianggap cakap dan mampu 
untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, baik dalam hal kewenangan 
yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. 
Pengertian pemilihan umum yang diatur dalam berbagai undang-
undang pemilihan umum senantiasa sama atau hampir sama redaksinya, 
atau dengan kata lain tidak berubah pengertiannya antara undang-undang 
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lama dengan undang-undang baru. Sebagai contoh dapat dilihat pada 
rumusan pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu menurut UU No. 3 
Tahun 1999 dan menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang 
memiliki rumusan yang sama, yaitu : 
“Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”. 
 
Sedangkan pengertian pemilihan umum dalam penjelasan UU No. 
3 tahun 1999 adalah merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan 
sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan 
negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu berasal dari rakyat, 
dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk 
kesejahteraan rakyat. 
Dengan amandemen UUD 1945, dimana Pasal 2 (1) berubah 
menjadi dan menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan 
dilakukan sepenuhnya menurut Undang Undang Dasar”, bermakna bahwa 
kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis 
Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan  menurut ketentuan 
Undang Undang Dasar. 
Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, 
Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 
dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui 
pemilihan umum tersebut dilahirkan lembaga perwakilan dan 
pemerintahan yang demokratis. Sesuai dengan amanat reformasi, 
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penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih 
berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, 
mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi, dan memiliki mekanisme 
pertanggungjawaban yang jelas. 
Pemilihan umum merupakan pranata yang penting dalam setiap 
negara sebagai suatu negara demokrasi, sehingga tidak ada demokrasi 
tanpa adanya pemilihan umum. Untuk mewujudkan kehendak rakyat 
kepada negara Demokrasi Pancasila adalah dengan atau melalui 
Pemilihan Umum. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak 
menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak 
dicapai, sesuai dengan konstitusinya. 
Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan 
transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan 
pemungutan suara secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. 
Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur 
atau hari yang diliburkan secara serentak diseluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 
Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Proporsional 
Berdasarkan Stelsel Daftar sampai dengan pemilihan umum Tahun 1999, 
sedangkan pada pemilihan umum Tahun 2004 menggunakan sistem 
Proporsional Terbuka.Adapun menurut Tambunan, pengertian pemilu 




“Pemilihan Umum merupakan suatu Transmission of Belt, sehingga 
kekuasaan berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan 
negara yang kemudian dalam bentuk wewenang-wewenang 
pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dengan 
demikian pemilu dan perwakilan adalah merupakan sarana 
penghubung antara infra struktur politik atau kehidupan politik di 
lingkungan pemerintah. Melalui kedua lembaga ini, rakyat dapat 
memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintahan sehingga 
dimungkinkan tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat”. 
  
Pemilihan umum adalah lembaga demokrasi untuk 
mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.Dalam kaitan ini, 
rakyat tidak hanya merupakan manifestasi berlakunya asas kedaulatan 
rakyat dalam kehidupan bernegara, tetapi juga berperan sebagai wadah 
untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.Kepercayaan 
rakyat itulah yang menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bekerja 
dan menjalankan program-programnya berdasarkan kebijakan yang telah 
disepakati bersama rakyat melalui para wakilnya di lembaga-lembaga 
perwakilan rakyat. 
Walaupun pemilihan umum belum menjamin kedaulatan rakyat dan 
kehendak rakyat sudah terpenuhi, tetapi bagaimanapun kita harus 
meyakini bahwa pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat 
atau warga negara yang paling mendasar dalam menentukan 
pemerintahan dan rencana program yang sesuai dengan keinginannya 
dan dapat diterima oleh semua lapisan rakyat. 
Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan 
sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.Pemerintahan 
negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah berasal dari 
38 
 
rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabadikan untuk 
kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan Pemerintah negara yang 
memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat 
sebagai pemerintahan amanah yang dibentuk melalui suatu Pemilihan 
Umum yang akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan Umum 
(General Election) adalah pesta demokrasi terbesar lima tahunan bagi 
bangsa Indonesia. Tatacara pelaksanaannya pun berubah setiap lima 
tahun mengikuti perkembangan zaman, sehingga setiap lima tahun 
tersebut lahir suatu undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan 
Umum. 
Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting 
artinya untuk menyalurkan aspirasi/kehendak atau hak asasi politiknya, 
antara lain sebagai berikut : 
a. Untuk mendukung dan mengubah personel dalam lembaga 
legislatif. 
b. Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan 
pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu. 
c. Rakyat melalui perwakilan secara periodik dapat mengoreksi atau 
mengawasi eksekutif. 
 
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah 
dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali.Pemilu pertama 
dilaksanakan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, yaitu pada 
tanggal 29 September 1955, sedangkan Pemilu berikutnya yaitu pada 
masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997), dan Era Reformasi 
(1999, 2004, dan 2009) masing-masing dilaksanakan berdasarkan 
Undang Undang Dasar 1945. 
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Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasar 
kepada Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu 
bertujuan antara lain: 
1. Melaksanakan kedaulatan rakyat; 
2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat; 
3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan-
badan perwakilan rakyat; 
4. Melaksanakan pergantian anggota pemerintahan secara damai, 
aman dan tertib; 
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional37. 
 
1. Ciri-ciri Pemilihan Umum 
Ranney mengemukakan bahwa ciri-ciri pemilu yang benar-benar 
bebas, meliputi: 
1. Diselenggarakan secara reguler; 
2. Pilihan yang benar-benar berarti; 
3. Kebebasan menempatkan calon; 
4. Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan; 
5. Hak pilih orang dewasa yang universal; 
6. Perlakuan yang sama dalam pemberian suara 
7. Pendaftaran pemilih yang bebas; dan 
8. Penghitungan dan pelaporan hasil yg tepat. 
Selain ciri tersebut antara satu negara dengan negara yang lain 
memiliki sistem pemilu berbeda. Perbedaannya terletak pada, pertama 
rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan 
pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. 
Kedua rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama 
sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam 
Badan Perwakilan Rakyat dan tidak berhak untuk mencalonkan diri 
sebagai wakil rakyat. 
                                                          
37Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: CV Sinar 
Bakti, 1998, hal. 332.  
40 
 
2. Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia 
Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah 
satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh 
karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara 
adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya 
penyelenggaraan pemilihan umum dengan baik. 
Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia itu sendiri selama Orde 
Baru hingga Era Reformasi saat ini senantiasa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dengan sistem atau prosedur dan tata 
cara baku yang telah diatur atau ditentukan tahap-tahap pelaksanaannya 
oleh suatu lembaga independen dan mandiri yang disebut Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Lembaga KPU tersebut merupakan lembaga 
yang independen dan mandiri sebagai pengganti Lembaga Pemilihan 
Umum (LPU). 
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia selama Orde Baru 
berkuasa berdasarkan pada landasan hukum berikut: 
a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila terutama sila keempat 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”. 
b. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam : 
1. Alinea IV Pembukaan UUD 1945. 
2. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. 
3. Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara. 
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c. Landasan Operasional, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) yang berupa Ketetapan MPRS/MPR serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
 
3. Asas-Asas dalam Pemilihan Umum 
Demi terlaksananya pemilihan umum yang baik serta diharapkan 
akan berjalan lancar dan sukses, perlu diperhatikan aturan-aturan yang 
jelas tentang pelaksanaan pemilihan umum. Aturan-aturan tersebut dalam 
pelaksanaannya harus berdasarkan atau berpedoman pada asas-asas 
yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur pemilihan umum 
yang diselenggarakan setiap lima tahun itu sendiri. 
Pemilihan Umum (Pemilu) I tanggal 29 September 1955 
dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum sebagaimana 
tercantum dan diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Sementara 
(UUDS) 1950 dan diperjelas dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 
1953 tentang Pemilihan Umum, seperti berikut : 
1. Bersifat Umum, bahwa setiap warga Negara yang memenuhi 
syarat yang telah ditentukan, berhak untuk ikut serta 
memberikan hak pilihnya atau memilih dan dipilih, tanpa adanya 
diskriminasi atau perbedaan antar warga Negara. 
2. Berkesamaan, bahwa semua wakil rakyat di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dipilih 
melalui suatu pemilihan umum. 
3. Langsung, bahwa untuk memberikan suaranya, pemilih 
berusaha dating sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada 
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seseorang untuk dating ke tempat pemberian suara atau TPS 
yang telah ditentukan. 
4. Rahasia, bahwa para pemilih dijamin akan kerahasiaan 
pilihannya, hanya ia sendiri yang mengetahui apa dan siapa 
yang dipilihnya. 
5. Bebas, setiap pemilih bebas untuk menentukan sendiri 
pilihannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga 
dan dengan jalan apapun juga, sehingga terganggu 
kebebasannya.38. 
Pada Pemilihan Umum tahun 1971 sampai dengan tahun 1992, 
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 
XI/MPRS/1966 dan Nomor XLII/MPRS/1968 Tentang Pemilihan Umum 
(Pemilu), maka pemilu  anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ 
Perwakilan Rakyat yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 1969 Pasal 1 ayat 
1 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1975, junto UU No. 2 
Tahun 1980, dan terakhir UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum 
dan Penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a. Umum, bahwa pada dasarnya semua warga Negara Indonesia 
yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu 
telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah, berhak 
ikut memilih dalam pemilihan umum dan telah berusia 21 (dua 
pulu satu) tahun berhak untuk dipilih.  
b. Langsung, setiap warga Negara yang berhak memilih dapat 
menggunakan hak pilihnya secara langsung menurut hati 
nuraninya, tanpa perantara dan tanpa tingkatan. 
c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih dalam 
menggunakan haknya, dijamin keamanannya untuk 
melaksanakan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya 
                                                          
38 Mashudi, Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan 
Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, Bandung: Mandar Maju, 1993, hal. 50 
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tekanan, pengaruh atau paksaan dari siapapun dan dengan 
cara apapun juga. 
d. Rahasia, setiap pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan 
diketahui oleh siapapun dan dengan cara atau jalan apapun. 
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak 
dapat diketahui oleh orang lain, kepada siapa  suaranya 
diberikan (secret ballot). 
 
Pemilihan Umum tahun 1977 dan sebelumnya dilaksanakan 
berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur, dan Adil 
(LUBER dan JURDIL) berdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980, dan 
terakhir UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dengan 
pengertian sebagai berikut : 
a. Asas Langsung. Langsung berarti setiap pemilih mempunyai 
hak untuk secara langsung memberikan suaranya tanpa 
perantara dan tingkatan sesuai dengan kehendak hati 
nuraninya. 
b. Asas Umum. Umum berarti pemilihan itu berlaku menyeluruh 
bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu tanpa diskriminasi/pengecualian, berdasar 
acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedarahan, 
dan status sosial. 
c. Asas Bebas. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak 
memilih dapat menggunakan hak pilihnya dan dijamin 
keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nuraninya 
dengan bebas, tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan 
dari siapapun dan dengan cara apapun.  
d. Asas Rahasia. Rahasia berarti pemilih dijamin tidak akan 
diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun, siapa atau 
apa yang dipilihnya. 
 
Pada Pemilihan Umum I di Era Reformasi tahun 1999 yang 
dilaksanakan menurut UU No. 3 Tahun 1999, selain menerapkan asas 
Luber, juga ditambah dengan adanya asas Jujur dan Adil (Jurdil). 
a. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, 
penyelenggara/pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik peserta 
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Pemilu, Pengawas dan pemantau, termasuk pemilih serta semua 
pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan 
bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
b. Adil, dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan Partai 
Politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta 
bebas dari kecurangan dari pihak manapun juga. 
 
Pemilihan Umum II Era Reformasi Tahun 2004 dilaksanakan 
berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003, 
dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, 
sebagai berikut : 
a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 
memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak 
hati nuraninya tanpa perantara. 
b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi 
persyaratan berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat 
umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku 
menyeluruh bagi semua warga negara. 
c. Bebas, dalam melaksanakan haknya setiap warga negara bebas 
untuk menentukan pilihannya dan terjamin keamanannya, 
sehingga dapat memilih sesuai hati nurani. 
d. Rahasia, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui 
oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 
e. Jujur, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap 
penyelenggara Pemilu, aparat pemerintahan, peserta pemilu, 
pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus 
bersikap dan bertindak jujur. 
f. Adil, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan 
yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun 
juga. 
 
Sedangkan Pemilihan Umum pada Tahun 2009 dan 2014  
dilaksanakan berdasarkan UU N0. 10 Tahun 2008 , dengan asas 
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil)39: 
                                                          





a. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 
memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai 
dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 
b. Umum, pemilu berlaku bagi semua warga negara yang 
memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status 
sosial lainnya. 
c. Bebas, semua warga negara yang memenuhi persyaratan 
sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa pun 
yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada 
paksaan dan tekanan dari siapapun. 
d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin 
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada 
surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada 
siapa pun suaranya diberikan. 
e. Jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap 
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta 
pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 










                                                          






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian 
empiris, dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya 
hukum dalam masyarakat. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar 
hukum dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan 
pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan 
skripsi ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian 
ini. Data primer dalam penelitian ini adalah referensi dan literatur 
yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Literatur 
dijadikan sebagai data primer mengingat bahwa model berfikir yang 
digunakan dalam penelitin ini adalah deduktif. Maka yang paling 
utama adalah sumber yang dimana terdapat pembahasan-
pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian 
ini. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku-buku, 
jurnal, undang-undang, dokumen-dokumen, arsip-arsip, naskah-
naskah ilmiah, lapora penelitian dan literatur apapun yang 
berkenaan dengan pembahasan persoalan dalam penelitian ini. 
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2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dari pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 
bersumber dari hasil studi kepustakaan yang lebih diutamakan dan 
penelitian lapangan yang merupakan penunjang data pada penelitian ini. 
Sehubungan dengan penulisan skripsi, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Suatu metode yang dilakukan penulis dengan menggunakan atau 
mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi 
yang dibahas. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan 
secara langsung di lapangan, dalam hal ini penulis akan melakukan 
wawancara langsung yang bersifat terbuka dengan pihak atau 
orang-orang yang terkait. 
 
E. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara 
primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 




PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
C. Penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
Dalam posisinya sebagai sebuah negara demokrasi maka 
pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah 
keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan. Hal ini dikarenakan 
Pemilihan Umum (general election) memegang peranan penting 
sebagai wujud utama campur tangan rakyat dalam persoalan 
pemerintahan. Namun bagaimanakah realitas pelaksanaan pemilihan 
umum di Indonesia? Apakah pemilihan umum di Indonesia betul-betul 
sebagai wujud kedaulatan rakyat ataukah hanya sekedar pemenuhan 
persyaratan formal agar dapat dikatakan sebagai negara demokrasi 
modern namun pada kenyataannya demokrasi yang dibangun adalah 
demokrasi  spekulatif. 
Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, kita 
semua tahu bahwa pemilihan umum tidak hanya memilih wakil rakyat 
dalam semua tingkatannya (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) akan tetapi juga ada pemilihan umum untuk Presiden dan wakil 
Presiden serta untuk Kepala Daerah baik untuk daerah tingkat I 
(Gubernur dan wakil Gubernur) maupun tingkat II (Bupati dan 
Walikota). Semua pemilihan ini kemudian diselenggarakan oleh 
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sebuah komisi independen yang kita kenal dengan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). 
Pemilihan Umum di Indonesia diatur mulai dari Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada beberapa undang-undang 
yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di 
dalam UUD 1945, persoalan – persoalan  pemilihan umum adalah 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 
6A, pemilihan Kepala Daerah yang tercantum dalam pasal 18 ayat (4), 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 19 ayat (1), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 22C ayat (1) dan tentang 
Pemilihan Umum itu sendiri pada pasal 22E. 
Ada beberapa peristilahan yang berbeda apabila kita cermati 
bagaiman regulasi dalam UUD 1945 membahas mengenai Pemilihan 
Umum. Dalam pasal pembahasan mengenai Presiden dan Wakil 
Presiden misalnya tidak digunakan kata “pemilihan umum” akan tetapi 
kata “pemilihan langsung”. Pada bagian pembahasan tentang Kepala 
Daerah justru tidak menggunakan kata “pemilihan umum” akan tetapi 
“dipilih secara demokratis”. Kata “pemilihan umum” kita hanya 
dapatkan secara tegas pada pembahasan tentang pemilihan DPR, 
DPD dan bab tentang Pemilihan Umum. 
Begitu juga dalam bab tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E 
ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa : 
“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 





Dan pada ayat (5) berbunyi : 
 
“Pemilihan Umum diselengarakan oleh suatu Komisi 
Pemilihan Umum yang bersifat rasional, tetap dan mandiri” 
 
  Hal ini mengartikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak 
termasuk dalam ranah Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam 
UUD karena pasal 22E ayat (2) dengan tegas melakukan pembatasan 
terhadap makna dan objek pemilihan umum. 
Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan  
sebelumnya, bahwa sebuah negara yang menjadikan demokrasi 
sebagai sebuah pondasi dasar penyelenggaraan negaranya maka 
seharusnya menempatkan kedaulatan rakyat dalam posisi tertinggi 
dalam sebuah negara. Kedaulatan rakyat dalam posisi ini mestilah 
dimaknai sebagi sebuah kedaulatan tertinggi yang menjadi pemilik 
sahih sebuah negara. Maka dari itu, wujud sebenarnya sebuah 
negara demokrasi adalah bahwa negara itu menjadikan rakyatnya 
sebagai pemiliknya. 
Dari pengertian ini kita bisa memposisikan pemerintah tidak 
lebih dari sebagai penyelenggara utama kebutuhan rakyat dan 
program pemerintah seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat. 
Kita melihat bahwa sistem saat ini sistem pemilihan umum 
yang dilaksanakan di Indonesia adalah sistem pemilihan langsung. 
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa rakyat mestilah diikut sertakan 
atau mestilah memiliki campur tangan langsung dalam urusan 
pemerintahan ditingakatan manapun, dan secara eksplisit juga 
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menghukumkan bahwa sistem demokrasi keterwakilan yang 
diterapkan pada masa reformasi terbukti gagal. 
Presiden dan wakil Presiden yang dipilih secara langsung, 
Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat I maupun tingka II juga dipilih 
secara langsung. Kepala Daerah pun yang dalam tinjauan UUD 1945 
tidak masuk dalam rezim pemilihan umum ternyata 
penyelenggaraannya juga dipilih secara langsung. Hal ini berarti tidak 
satu pun lembaga eksekutif dan legislatif di negara ini yang tidak 
melalui pemilihan langsung. 
Dari perspektif penyelenggaraan pemlihan langsung maka 
apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan sebuah kemajuan 
pesat untuk sebuah negara yang dalam proses demokratisasi. Namun 
persoalan utamanya adalah kemanakah pertanggung jawaban setiap 
lembaga negara yang dipilih oleh rakyat tadi? Ini merupakan 
pertanyaan utama yang seharusnya dijawab sebelum menyatakan 
bahwa dengan pemilihan langsung Indonesia telah berhasil 
mewujudkan kedaulatan rakyat. 
Pemaknaan sebenarnya dari kedaulatan rakyat bahwa 
kedaulatan rakyat bahwa seluruh aspek dalam penyelenggaraan 
negara ini adalah upaya untuk mewujudkan general welfare state bagi 
rakyatya. Lalu apakah tolah ukur semua kinerja lembaga yang dipilih 
secara langsung tersebut sudah mensejahterakan rakyat atau tidak? 
Tolak ukur atau capaian disini sangat penting mengingat bahwa 
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dalam bentuk apapun Indonesia adalah sebuah negara dan negara 
adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan dan perangkat untuk 
mencapai tujuannya. Maka dari itu, dikatakan kedaulatan rakyat 
apabila semua aspek penyelenggaraan pemerintahan mulai dari 
pemilihan umum sampai pertanggungjawaban kinerja diakhir periode 
semua ditujukan untuk rakyat. 
Bertolak dari langkah awal kedaulatan rakyat melalui 
pemilihan umum atau biasa disingkat dengan istilah Pemilu, dimana 
dalam kegiatan ini atau biasa pula dikenal dengan istilah pesta 
demokrasi diharapkan terpenuhinya hak-hak konstitusional rakyat 
dalam hal ini warga negara, dimana dapat memilih wakil yang 
dikehendakinya untuk duduk dalam kursi perwakilan lembaga rakyat 
baik di DPR, DPD dan DPRD maupun dalam memlih wakilnya untuk 
menjadi pemimpin di sebuah daerah. 
Melalui salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang 
diampu oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang 
kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hakhak 
warga negaranya. Artinya negara menjadi provider sekaligus 
pelindung bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. 
Dengan demikian, salah satunya, dalam konteks ini, maka negara 
berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati 
dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu 
aksesibilitas fasilitas publik menjadi sangat penting, terutama bagi 
penyandang disabilitas, karena tanpa aksesibilitas tersebut, mereka 
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akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas. Tidak 
terkecuali dalam pemenuhan pelayanan publik melalui pemilu dimana 
diharapkan setiap warga negara dapat memberikan pilihannya sesuai 
dengan kehendaknya,  tidak terkecuali para penyandang disabilitas. 
Hal yang menarik dari penyandang disabilitas ini ketika 
dalam pemilu bahwa mereka diberi keistimewaan dikarenakan mereka 
memliki tingkat keterbatasan tertentu dalam memberi hak suaranya. 
Sebut saja salah satu asas tersebut adalah asas rahasia. 
 
Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum bahwa: 
Asas Rahasia, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan 
diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
bahwa : 
Asas Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin 
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada 
surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain 
kepada siapa pun suaranya diberikan. 
 
  
Dari gambaran kedua regulasi ini dapat dilihat bahwa hak 
penyadang disabilitas ini telah dijamin dalam berbagai ketentuan 
terkait pemberian hak suara mereka dan kerahasiaan wakil yang 
mereka pilih dalam pemilu. Sebagai warga negara Indonesia, 
kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah 
sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 
1945, dalam Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh 
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pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang 
mengatur tentang Hak Asasi Manusia, ini menandakan bahwa 
negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh 
kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Oleh karena itu peningkatan peran para penyandang 
cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat 
perhatian dan didayagunakan  sebagaimana  mestinya. 
Menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dr. Makmur 
Sunusi, P.hD “paradigma penanganan masalah kecacatan dan ODK 
telah bergeser dari pendekatan berdasarkan belas kasihan 
(CharityBased Approach), yakni pendekatan yang lebih 
mengedepankan pemenuhan hak-hak penyandang cacat (Right 
Based Approach), dengan adanya pendekatan ini sudah tentu perlu 
untuk dikembangkan untuk meningkatkan terobosan-terobosan yang 
berpihak pada ODK “. Maka memberikan kesempatan penempatan 
tenaga kerja ODK, bukan berdasarkan belas kasihan (charity), 
melainkan menjadi hak (rights) penyandang cacat. 
  Namun, meski telah nyata tertuang dalam berbagai macam 
regulasi terkait hak-hak penyadang disabilitas tersebut dalam 
memberikan hak suaranya, kenyataan dilapangan ketika pemilu 
berlangsung masih belum optimal dalam menerapkan asas rahasia 
ketika memberikan hak suaranya, dikarenakan beberapa kendala 
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teknis yang kurang diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam 
hal ini KPU. 
  Penyediaan fasilitas itu sangat penting untuk memudahkan 
akses memilih bagi penyandang disabilitas. Masih dalam ingatan 
pemilihan legislatif dan pemilihan  Presiden dan wakil Presiden tahun 
2014 lalu karna hanya kertas suara untu DPD saja yang dilengkapi 
huruf braille. Selama ini penyandang disabilitas selalu mencari 
pendamping pada saat pencoblosan. Meski kebanyakan pendamping 
tersebut adalah dari keluarga mereka, namun bukan hal yang tidak 
mungkin potensi kecurangan pemilu dapat terjadi seperti 
penggiringan untuk memilih calon atau partai tertentu. Hal ini 
dikarenakan ada kemungkinan bagi penyandang disabilitas tidak 
mampu didampingi oleh keluarganya di hari pemilihan. Ditambah lagi 
minimnya sosialisasi yang dilakukan dan kurangnya pendidikan 
politik kepada para penyandang disabilitas ini, sehingga mereka 
kebingungan siapa saja calegnya (rekam jejak), nomor urut dan lain 
sebagainya. Hal ini dapat menjadi peluang untuk dilakukan 
penggiringan bahkan manipulasi suara mengingat jumlah penyadang 
disabilitas yang cukup banyak. 
Seperti yang tertuang dalam Pasal 142 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. 
Salah satu beberapa pasal yang sempat diajukan untuk di 
Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu anggota legislatif 2014 lalu 
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(Putusan Nomor 62/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh pemerhati hak-
hak penyandang tunanetra) berbunyi sebagai berikut : 
Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, 
kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan 
suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. 
 
Para pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang terkesan 
diskriminatif karena dalam Pemilu anggota legislatif 2014, KPU 
berdasarkan penafsiran atas Pasal 142 ayat (2) UU Pileg tidak 
menyediakan template braille bagi pemilih tunanetra, hanya 
menyediakan tenaga pendamping sehingga kerahasiaan pilihan bagi 
para tunanetra tidak terjamin. Padahal dalam penjelasan Pasal 142 
ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 menegaskan : 
Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” 
meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, 
tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda 
pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong 
plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara 
dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat 
pemberi tanda pilihan. 
 
Meski demikian Mahkamah konstitusi menolak permohonan 
pihak penggugat terkait kata “alat bantu tunanetra” dalam Pasal 142 
ayat (2) tadi, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut sudah 
masuk didalamnya template braille sehingga tidak bertentangan 
dengan UUD 1945, sebab hanya persoalan penerapan undang-
undang saja oleh pihak KPU. Namun ditambahkan dalam 
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pertimbangan Mahkamah menegaskan bahwa KPU sebagai 
penyelenggara pemilu semestinya menyediakan alat bantu tunanetra 
sesuai dengan keadaan setempat. Artinya bagi pemilih tunanetra 
yang biasa membaca huruf braille agar disediakan template braille 
agar disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga atas 
putusan tersebut pihak KPU untuk kertas suara dalam pemilihan 
calon Kepala Daerah serentak di tahun 2015 telah memperhatikan 
dan melengkapinya. 
Seperti yang dituturkan oleh Misnawaty Attas (Divisi Teknis) 
dan Mardiana Rusli (Divisi Data)41 KPU Sulsel bahwa “untuk semua 
kertas suara yang akan dipergunakan pemilih khusus (dalam hal ini 
para penyandang disabilitas) dalam memberikan hak pilihnya telah 
mempergunakan huruf braille dan juga akan dari pihak  petugas 
KPPS setempat juga telah menyediakan pendamping yang bertugas 
menjelaskan alat bantu (template braille) dan dilengkapi modul di 
setiap TPS dan membantu para penyandang disabilitas”. 
Tabel 1  
penggolongan penyandang disabilitas dan jumlanya yang memilih  
dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 
No. Jenis Kedisabilitasan Keterangan/jumlah 
Pemilih  
1. Kesulitan Berjalan/Naik Tangga                     
( Disabilitas Daksa ) 
1.132 
2. Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi 
/Berkomunikasi ( Disabilitas Grahita ) 
571    
3. Kesulitan Melihat ( Disabilitas Netra )    990 
                                                          
41Wawancara tanggal 26 November 2015. 
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4. Tuna Rungu 929 
5. Disabilitas Ganda 554 
 Jumlah 4.176 
Sumber  DPT KPU Provinsi Sulawesi Selatan 2015 
Ditambahkan oleh Haerul Mannan (Divisi Hukum) KPU 
Sulsel bahwa “dari keseluruh jumlah DPT yang akan ikut serta dalam 
pilkada serentak sekitar 2.576.613 pemilih, 4.176 diantaranya adalah 
pemilih dengan penyandang disabilitas dan tersebar di 11 kabupaten, 
dimana kabuapten gowa yang paling banyak memiliki penyandang 
disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak.”42 
Faisal (Divisi sosialisasi dan pengawasan) KPU Sulsel 
menambahkan pula bahwa pendamping yang akan mendampingi 
para penyandang disabilitas ini (pemilih) harus menandatangani surat 
pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 KWK (ada pada 
lampiran) diatur pula pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 
No. 10 Tahun 2015 tentang persyaratan pendamping pada pasal 40 
dan 41 ayat (1)”43 
Pasal 40 ayatPKPU No. 10 Tahun 201544 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau 
penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai 
halangan fisik lain. 
(2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping. 
(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas 
permintaan pemilih yang bersangkutan. 
                                                          
42Wawanacara tanggal 28 November 2015. 
43  Wawancara tanggal 1 Desember 2015  
44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan 




(4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu 
tunanetra yang disediakan. 
 
 
Pasal 41 ayat (1)45 
 
Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang 
ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan 
pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; 
dan 
b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan 
dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu 
mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan 
disaksikan oelh salah satu anggota KPPS. 
 
Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron pada saat audiensi 
dengan Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) di 
Gedung Bawaslu RI, Kamis (27/8). Daniel mengatakan, penyandang 
disabilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan 
pemilu yang aksesibel khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah 2015. Sebab terselenggaranya pemilihan umum yang 
aksesibel dan non diskriminatif dapar di wujudkan oleh penyelenggara 
yang menjamin bagi penyandang cacat dapat secara langsung, 
bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya. "Dalam 
hal ini Bawaslu akan mendorong memfasilitasi dan  memerhatikan 
akses pemilih disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya," 
ujarnya.46 
                                                          
45Ibid. 
46Website bawaslu.go.id.election supervisory board of republic Indonesia-Dari Bawaslu 
we save Indonesian Election, diakses tanggal 27 Agustus 2015, pukul 19.48 WIB. 
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Menurut penulis seyogyanya penyelenggara mempunyai 
sensitifitas tentang Pemilu akses bagi pemilih disabilitas karna 
penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung selama ini masih 
memunculkan sejumlah permasalahan bagi penyandang 
disabilitaspada saat mengikuti pemilu. Pada saat pemungutan suara 
misalnya, tempat pemungutan suara (TPS) masih banyak dipastikan 
dialokasikan yang sulit di akses seperti, tidak tersedianya alat bantu 
bagi penyandang disabilitas netra di setiap TPS dan masih minimnya 
informasi pemilu yang bisa diakses oleh pemilih disabilitas untuk 
menggunakan hak politiknya pada saat pemungutan suara. 
Memahami pentingnya alat bantu bagi tuna rungu dalam menyalurkan 
aspirasinya. Permasalahan ini masih sering dialami oleh penyandang 
disabilitas saat menyalurkan hak politiknya, 
Bukankah telah dikuatkan upaya pencegahan diskriminasi 
bagi penyandang disabilitas  diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa “Setiap 
penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama 
dalam aspek kehidupan dan penghidupan”. Mengartikan dengan 
demikian, para penyandang disabilitas adalah warga negara yang 
memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti warga negara yang 
lain. 
Pilkada adalah kedaulatan rakyat di daerah dalam memilih 
pemimpin daerah lima tahun ke depan, dan karenanya semua 
golongan masyarakat harus tercakup, tanpa terkecuali penyandang 
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disabilitas. Pilkada juga akses untuk mempermudah penyandang 
disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya. Dan diharapkan, 
penyandang disabilitas juga dapat menyalurkan hak pilihnya secara 
tepat dan sesuai dengan pilihannya. 
 
D. Faktor yang mempengaruhi penerapan asas rahasia bagi 
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan 
Umum. 
Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 
kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 
ditegakkan dalam rangka meningkatkan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 
UU No.39 tahun 1999 tentang HAM). Hak dihubungkan dengan 
perlindungan hukum tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan 
legal right, dimana hak yang berdasarkan hukum biasanya diartikan 
sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai akibat 
adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu 
hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia hal itu 
berkaitan dengan sistem hukum civil law, seperti yang diungkapkan 
oleh Worthington bahwa di Negara dengan sistem hukum civil law, 
hak dalam hukum ini ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini 
dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan 
hukum bagi hakhak yang dimilikinya tanpa diskriminasi. 
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Hak bagi kaum penyandang cacat dikategorikan ke dalam hak-
hak minoritas. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum 
penyandang cacat dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang 
cacat, bahwasanya kaum penyandang cacat merupakan orang-orang 
dengan kemampuan berbeda, sehingga perlu perlakuan yang khusus 
juga dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak 24 asasi 
manusia. 
Aksesibilitas adalah persoalan yang tidak hanya menimpa 
penyandang disabilitas. Berbagai kalangan juga turut merasakan 
miskinnya fasilitas yang terdapat di beberapa tempat. Fasilitas umum 
yang menjadi hak bagi setiap warga tidak dinikmati maksimal oleh 
warga. 
Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang 
disabilitas.Karenanya, penyandang disabilitas dapat melakukan 
mobilitasnya ke berbagai tempat yang dikehendaki. Regulasi perihal 
aksesibilitas pun sebenarnya sudah ada: Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang 





1) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang 
Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum 
dan Lingkungan. 
2) Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 Jawa Timur perihal 
perlindungan dak pelayanan penyandang disabilitas. 
3) Keputusan Menteri Perhubungan no.71 tahun 1999 perihal 
Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada 
Sarana dan Prasarana Perhubungan. 
 
Penyandang disabilitas adalah warga masyarakat yang 
memiliki kesamaan kesempatan, seperti keadaan yang memberikan 
peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
Menikmati fasilitas umum, baik gedung umum, kendaraan 
umum, maupun segala bentuk fasilitas yang disediakan untuk warga 
umum. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian 
atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 
pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusus seperti pemungutan suara. 
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Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, 
fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 
Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang 
dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan 
lingkungannya. 
Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar 
bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan 
bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi 
ekosistem. 
Selama tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dalam 
melakukan rehabilitasi yang terdiri atas kantor kecamatan, puskesmas 
dan kantor badan. Adapun proses pembuatan atau rehabilitasi 
bangunan dan gedung fasilitas umum berdasar atas Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, 
sebelum itu proses yang ditempuh terlebih dulu adalah instansi yang 
ingin bangunan atau gedung direhabilitasi melakukan perencanaan 
dan estimasi anggaran, lalu hasi perencanaan tersebut dikirim ke 89 
Dewan Perwakilan Rakyat, setelah itu barulah intansi yang telah 
memperoleh anggaran bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). 
65 
 
Dalam rehabilitasi bangunan, Dinas PU hanya melakukan 
perbaikan pada bagian bangunan yang rusak dan berdasar atas KAK, 
bukan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas. Padahal, jika saja 
Dinas PU berdasar atas aturan tersebut, sudah menjadi hal yang pasti 
jika pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terpenuhi. 
Hal inilah yang menjadi persoalan bagi penyandang disabilitas 
mengapa tak mampu menikmati fasilitas umum. 
Contohnya fasilitas yang cukup penting lainnya yang sering 
dilupakan adalah guiding block buat penyandang tuna netra. Di 
negara-negara maju, tempat-tempat umum dilengkapi dengan guiding 
block yang menjadi penunjuk arah, sehingga penyandang tuna netra 
dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Dari 125 tempat yang 
dikategorikan sebagai tempat publik, 97% tidak memasang guiding 
block dan hanya 3% yang memasang fasilitas ini. Pertanyaannya 
kemudian, bagaimana tuna netra dapat beraktivitas jika penentu arah 
bagi mereka tidak dipasang. Ini juga menjadi salah satu alasan 
penting yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak ditemukan di 
tempat-tempat umum termasuk tempat yang dijadikan pemungutan 
suara /TPS. 
Menyadari bahwa kesadaran terhadap orang yang mau 
berkomitmen dan konsisten memperjuangkan hak politik kaum 
disabilitas, khususnya pemenuhan akses memilih di pemilu masih 
minim sehingga perjuangan disabilitas itu multisektor. Tapi sektor 
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yang di dalamnya terdapat multisektor dapat terkhususkan di  bidang 
pemilu. Bukankah Demokrasi adalah jaminan di mana semua dari kita 
diterima. Maka hal itu juga begitu dengan kaum disabilitas, demokrasi 
harus juga menjamin terpenuhinya hak tersebut. Upaya menikmati 
hak-hak politik kaum disabilitas, khususnya hak untuk memilih dan 
dipilih harus dipelopori kaum disabilitas karna Kaum disabilitas lah 
yang memahami kebutuhannya sendiri. Ada baiknya diwadahi secara 
organisasi sehingga terorganisir dan sistematis. 
Penulis juga melihat perlunya penegasan terhadap 
kesempatan yang diberikan dalam hal fasilitas bahwa masyarakat 
pada umumnya masih sangat kurang permitif dan kurang inklusif bagi 
penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan 
pendidikan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan pendidikan 
yang ideal bagi penyandang disbilitas. Mayoritas masyarakat masih 
saja mempercayai bahwa penyandang disabilitas adalah pandangan 
medis. Dapat dibaca dari bagaimana masyarakat masih sering menilai 
mereka adalah sebagai “orang yang memiliki ketidak sempurnaan, 
kemudian disusul dengan pandangan yang menyatakan bahwa 
mereka adalah kelompok yang menjadi objek belas kasihan.” 
Hal yang sama juga dalam inklusifitas politik, umumnya 
masyarakat masih menilai bahwa pendidikan yang tepat bagi 
penyandang disabilitas adalah sekolah luar biasa padahal harapan 
dari sistem demokrasi keterlibatan semua elemen dalam urusan 
pemerintahan tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dan mereka 
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juga masih yakin bahwa penyandang disabilitas tidak cukup 
mempunyai skill untuk bisa bekerja, dan mereka juga meyakini bahwa 
pilihan atas penyelesaian berbagai persoalan penyandang disabilitas 
setidaknyadiselesaikan dengan melakukan pelatihan khusus 
bagipenyandang disabilitas. Sehingga didalam pendidikan politiknya 
sebagai warga negara yang masih sering termarginalkan dapat 
diminimalisir. 
Hak politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 
merupakan hal yang mendesak karena dimaknai sebagai pembukaan 
ruang politik bagi penyandang disabilitas bisa mengapresiasikan hak-
haknya. Aksesibitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, 
kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan. 
Dalam konteks politik, para penyandang disabilitas juga 
memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention 
On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas) menjamin hak pilih para penyandang 
disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan 
negara harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik 
dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar 
kesetaraan dengan yang lainnya. 
Dalam rangka meningkatkan layanan hak politik bagi 
penyandang disabilitas, Komisi Pemilhan Umum (KPU) telah 
melakukan banyak perbaikan dalam pendataan pemilih. Hal ini dapat 
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dilihat dalam tampilan rekapitulasi dari Daftar Pemilih Sementara 
(DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan kepala daerah 
(Pilkada) 2015 yang dimuat dalam laman resmi KPU RI. KPU telah 
merinci secara detail masing-masing jenis disabilitas perkecamatan 
yang didata dalam lima kategori. Yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna 
rungu/wicara, tuna grahita dan disabilitas lainnya. 
Adapun untuk mengakomodasi hak politik dan aksebilitas bagi 
penyandang disabilitas dalam pilkada, perlu ada jaminan yang di 
antaranya: 
Pertama; terjaminnya hak pilih dan dipilih.Penyandang disabilitas. 
Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih baik saat 
melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), sampai 
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada kali ini. 
Terobosan baru telah dilakukan dengan rekapitulasi 
keterangan tentang disabilitas. 
Tentunya dengan adanya rekapilitulasi ini, KPU di daerah 
dan para petugas pemungutan suara di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) sejak awal dapat mengetahui 
jumlah pemilih penyandang disabilitas. Sehingga antisipasi 
dalam memastikan keberadaan alat bantu (template) dan 
tindakan bantuan yang akan dilakukan untuk memastikan 
layanan bantuan terhadap pemilih penyandang disabilitas 
dalam rangka menyalurkan hak suaranya. Di samping itu, 
penyandang disabilitas ini pun tidak terhalangi hak politiknya 
69 
 
untuk dapat maju sebagai kandidat, atau hak bagi 
penyandang disabilitas untuk dipilih (right to be elected) 
dalam pilkada.Hal ini telah dijamin dalam undang-undang 
dan peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah. 
Kedua, memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan bahan-bahan 
pemilih bersifat layak serta mudah dipahami dan digunakan. 
Pada saat pemungutan suara, alat bantu (template) ini 
cukup membantu untuk memudahkan melaksanakan hak 
pilihnya saat melakukan pemungutan suara terutama bagi 
pemilih tuna netra. Sistem coblos merupakan pilihan yang 
tepat saat ini untuk tuna netra, karena bisa dilaksanakan 
oleh semua lapisan masyarakat.Selain itu, perlu juga 
pendamping dari petugas khusus yang netral dan tidak 
mengarahkan pilihan saat membantu pemungutan 
suara.Baik saat menuju bilik suara maupun waktu 
memasukkan kertas suara ke dalam kotak. 
 
Ketiga,tersedinya aksebilitas bagi penyandang disabilitas. 
Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pilkada 
bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah 
mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam 
menggunakan hak politiknya. Dalam penentuan TPS ini 
perlu untuk diperhatikan juga akses bagi penyandang 
disabilitas. TPS aksesibel bagi pengguna kursi roda 
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misalnya, sebaiknya memilih lokasi TPS yang tidak di lokasi 
tinggi, bertangga-tangga, tidak berumput tebal dan tidak 
melalui got pemisah  atau berada di tempat yang rata.  
Kondisi ini dapat mempersulit menuju ke lokasi tempat 
pemungutan suara. 
 
Selain faktor aksesibiltias, adapun faktor-faktor lain yang juga 
berpengaruh bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum, yaitu :  
1. Faktor sosialisasi tentang hak politik bagi penyandang cacat 
dalam pemilihan umum.  
Hak politik penyandang disabilitas di Indonesia hingga kini 
masih menjadi masalah serius yang tidak pernah tuntas. 
Meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang 
pemenuhan hak dan partisipasi kelompok disabilitas dalam 
politik, namun dalam pelaksanaannya hak penyandang 
disabilitas masih saja terabaikan. jadi sosialisasi tentang hak 
politik agar para penyandang disabilitas dapat paham akan 
hak-hak mereka dalam politik dan pemilihan umum masih 
perlu  ditingkatkan. Pusat Pemilihan Umum Akses 
Penyandang Cacat (PPUA Penca) dalam wawancaranya 
dengan Harian Kompas (4/4/20014) menilai, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) kurang melakukan sosialisasi tata 
cara pemilihan untuk para penyandang disabilitas atau cacat 
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ke tingkat bawah seperti Kelompok  Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS). Akibatnya, KPPS tidak siap 
memberi akses bagi penyandang disabilitas dalam 
menggunakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara. 
2. Perbedaan jumlah data penyandang disabilitas yang dimiliki 
oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kenyataan yang 
ada dilapangan. 
Dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 diatur tentang 
pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang 
mengakomodir para penyandang disabilitas. Namun, banyak 
diantara mereka yang ternyata tidak terdaftar. Pemuktahiran 
data pemilih disabilitas ini sangat penting untuk bahan 
perbandingan dengan data sebelumnya yang dimiliki oleh 
KPU, dimana selama ini data tersebut tidak mudah 
dikumpulkan. Satu sisi petugas-petugas juga menganggap 
enteng, tidak perlu dicatat ataupun masyarakat yang tidak 
mau dicatatkan kondisi disabilitas ini. 
3. Berbagai hambatan teknis yang juga sangat berpengaruh 
bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum. 
Hambatan teknis saat pemilu yang tidak mendukung 
pelaksanaan aspirasi penyandang disabilitas meliputi 
penggunaan istilah sehat jasmani dan rohani yang 
merugikan terutama calon legislatif penyandang disabilitas. 
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Juga belum adanya pemahaman maupun penyelesaian atas 






























C. Kesimpulan  
 
1. Penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum telah dilakukan dengan baik 
meski belum optimal terkait masih ada perbedaan penafsiran 
peraturan, dimana fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai 
lembaga penyelenggara pemilu masih kurang memiliki sensitifitas 
tentang akses Pemilu bagi pemilih disabilitas karna 
penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung selama ini masih 
memunculkan sejumlah permasalahan bagi penyandang 
disabilitas pada saat mengikuti pemilu. 
2. Faktor aksesibilitas merupakan salah satu hal yang 
mempengaruhi penerapan asas rahasia bagi penyandang 
disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu karna syarat penting 
bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas 
kehidupannya. Selain aksesibiltias, faktor sosialisasi politik dalam 
pemilihan umum, banyaknya pemilih disabilitas yang masih 
kebingungan, perbedaan jumlah data penyandang disabilitas 
yang dimiliki oleh pemerintah dan kenyataan yang ada 
dilapangan, serta kendala teknis juga sangat berpengaruh bagi 







1. Perlunya peningkatan Partisipasi politik terkait hak-hak poltik 
penyandang disabilitas dalam pemilihan umum disebabkan masih 
rendah. Negara harus menjamin agar mereka bisa berpartisipasi 
secara efektif dan penuh atas dasar kesamaan dengan orang 
lain, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih 
secara bebas, termasuk hak dan kesempatan memilih dan dipilih 
sesuai dengan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Pasal 
29 tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. 
2. Melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk 
pengambilan kebijakan dalam proses berpolitik terkait tugas KPU 
sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam pemenuhan hak-
hak disabilitas, meningkatkan kinerja PPS untuk mendata dan 
mengumpulkan penyandang disabilitas untuk pemilihan 
umum,misalnya dengan penyelenggaraan pemilu door to door,, 
memperbaiki TPS dan jika perlu diadakan TPS khusus 
penyandang disabilitas, memperbanyak sosialisasi politik dan 
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